BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pembangunan fasilitas yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat umum
karena alasan sosial dan ekonomi disebut infrastruktur. Infrastruktur mempunyai
peran penting dalam mendorong pembangunan dan perluasan ekonomi.
Pengembangan memfasilitasi pemrosesan tugas sehingga modifikasi yang lebih baik
dapat dikembangkan (Anggraeni 2022). Salah satunya adalah pembangunan

infrastruktur jalan, yang memberikag dukungan yang diperlukan untuk memacu

Oleh karena itu Pemerintah Desa harus memiliki strategi yang tepat agar penerangan
jalan tetap diberlakukan dengan pemungutan yang dilakukan oleh masyarakat
(Ningruma and Ulandari 2021).

Termasuk didalamnya adalah kewajiban Pemerintah Desa yang tidak dapat
ditawar lagi untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mengendalikan dan
mengelola dananya, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 yang
mengatur tentang Pemerintahan Desa (Indonesia 2005). Bantuan sumber daya
diperlukan untuk menyelesaikan suatu pembangunan, baik itu dalam bentuk pegawai,

uang, atau perlengkapan atau peralatan tambahan. Oleh karena itu, PP Nomor 72
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Tahun 2005 telah mengatur sumber pendanaan yang dapat digunakan Desa untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sumber-sumber tersebut antara lain
Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kewajiban pemerintah untuk mentransfer dana ke
Desa dalam bentuk hibah atau sumbangan dari pusat ke Kabupaten/Kota (Ruru,
Kalangi, and Budiarso 2017). Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu 10% dari sisa dana
yang dihimpun Kabupaten/Kota dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, merupakan salah satu jenis
transfer dana pemerintah.

Desa Bangsalan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sambit

Kabupaten Ponorogo. Di Desa Banggadag, analisis sangat penting dalam pembentukan

lembaga dan prosedur pela utan biaya lampu Jalan yang sesuai

fsalan terdapat 159
0 titik lampu yang

#pRan prooritas untuk meningkatkan
kualitas infrastruktur, termasuk dalam sistem pencahayaan jalan. Tujuan adanya
lampu jalan ini untuk menerangi kegiatan masyarakat yang dilakukan pada malam
hari agar mendapatkan penerangan yang cukup. Adanya penerangan lampu jalan ini
akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat ketika melintas.

Lingkungan Desa Bangsalan terutama Dukuh Asem Katik mengeluhkan
pembayaran setiap satu bulan sekali dengan pembayaran sebesar Rp.7.000,00.
Pembayaran yang dilakukan kepada seorang kepercayaan Ketua RT bukan kepada
ketua RT setempat. Transparansi yang sangat kurang mengakibatkan masyarakat

kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah desa setempat. Laporan pertanggung
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jawaban yang dikeluarkan belum jelas terkait dengan pembayaran penerangan lampu
jalan ini. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak tercantumkan dalam laporan pertanggung

jawaban yang seharusnya diawasi oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: “PERAN
PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBAYARAN LAMPU JALAN SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA BANGSALAN
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO”.

B. RUMUSAN MASALAH

C.
adalah untuk
f sebagai upaya
lnatan Sambit,
D. MANFAATWY

an khususnya kepada

2. Manfaat Praktis
a. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk memahami dan
berkomunikasi melalui media sosial.
b. Agar aparat desa mempertimbangkan temuan penelitian dan menggunakannya
sebagai pedoman dalam merumuskan aturan program pembayaran lampu jalan

Desa Bangsalan.



E. DEFINISI KONSEP

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang
karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Menurut (Sugiyono 2017)
menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang
penting.

Pembatan penelitian ini yaitu masayarakat yang melakukan pembayaran
lampu penerangan jalan. Sasaran pemicu adalah masyarakat (RW/Dusun/Desa) yang
merupakan perorangan yaitu keluarga yang melakukan pembayaran lampu jalan

‘_’/\

Menurut Per a\cocri Nomor 4 Tahun 2007, yang
dimaksud dengan a2 Nﬁ i dp adgintahan pada pasal 1 ayat 5.

sebagai fasilitas desa.

=T

a. Kinerja Pemerintah Desa terhadap alokasi Dana Desa terhadap
pembayaran lampu jalan Desa Bangsalan.

b. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan
pembayaran pajak secara rutin.

c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan

kepercayaan dengan cara memberikan laporan berkala.



F. KAJIAN TEORI
1. Konsep Pola Pikir

Menurut (Juwariah 2015) dalam penelitiannya pola pikir atau mindset
adalah cara otak menerima, memproses, menganalisis, mempersepsi dan membuat
kesimpulan terhadap informasi yang termasuk panca indra. Berjalannya pola pikir
ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan.
Penjelasan tentang pengambilan keputusan dan penilaian manusia, yang terkadang
dapat mengurangi atau meningkatkan bias keputusan, memerlukan pemahaman
tentang pola pikir(Hamilton et al. 2011).

Pola pikir memiliki 2 jenjgemgitu pola pikir abstrak dan pola pikir konkret.

S / g erhadap gambaran yang lebih besar

dan lebih lengkap M U H Mglah merupakan bentuk literal
"@ f E @ a8 Van Bergen dalam

I: ,,_//

gapat mempunyai

asyarakat bebas

budaya Barat mempunyai pola pikir yang abstrak.

2. Psychological distance
Psychological distance dipengaruhi oleh sejumlah jarak psikologis,
termasuk temporal, sosial, hipotetis, dan spasial. Semakin banyak
abstraksi naik, semakin besar jaraknya seiring dengan jarak ini.
Kemungkinan besar ketika seseorang membayangkan sebuah peristiwa
yang akan terjadi dalam satu tahun, namun hanya ada dalam bentuk

abstrak. (Juwariah 2015).



3. Mood
Pola pikir abstrak seseorang ketika memiliki perasaan senang
dibandingkan dengan mereka yang depresi atau acuh tak acuh. Pola
pikir ini cenderung kedalam kategori yang lebih luas.
2. Konsep Kualitas Pelayanan
Menurut (Sunyoto 2012) kualitas adalah metrik yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu komoditas atau jasa sudah mempunyai nilai kegunaan
atau manfaat yang diharapkan. Dengan kata lain, suatu barang atau jasa dipandang
memiliki kualitas jika beroperasi atau memenuhi tujuan yang dimaksudkan.

Terdapat tiga hal yang menyatakamebahwa kualitas termasuk kedalam konsisten

satu sama lain yaitu, /\ oduk/jasa dan proses. Dalam

Konsep ini

k memberikan

awarkan layanan yang
cepat, akurat, da sil” kepada C " penyampaian informasi yang
jelas akan membuat pelanggan menunggu dipandang negatif kualitas layanan.

b. Jaminan dan Kepastian (Assurance)
Khususnya, keahlian, kesopanan, dan kapasitas anggota staf untuk
meningkatkan kepercayaan klien terhadap bisnis. Ada sejumlah faktor yang
terlibat dalam situasi ini, termasuk keterampilan, kesopanan, keamanan,
komunikasi, dan kredibilitas.

c. Berwujud (7angible)
Perwujudan yang dimaksud khususnya, kemampuan bisnis untuk

membuktikan eksistensinya kepada pihak luar. Bangunan fisik dan
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infrastruktur perusahaan, serta status wilayah sekitarnya yang dapat dipercaya,
menjadi bukti nyata atas layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan ini.
d. Empati (Empathy)

Secara khusus memberikan perhatian yang nyata dan dipersonalisasi kepada
setiap pelanggan dan berupaya memahami kebutuhan mereka. Ketika sebuah
bisnis diharapkan mengetahui dan memahami kliennya, mengenali permintaan
unik mereka, dan menyediakan jam kerja yang nyaman. Untuk merancang dan
melaksanakan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan
pemahaman masing-masing pihak, harus diikutsertakan pihak-pihak yang

berkepentingan. Empati da uatu pelayanan adalah adanya perhatian,

keseriusan, empati, pg /\
€. oia %g M UH\

g *@f 7 \ andalkan. Harapan
‘\\\\ \ih N, fepat  waktu,

- urasi tinggi.
' p dan uraian
N 3¢ pegawai dalam
gvaratan penilaian
@ diandalkan dalam

pelayanan lancar.

berhubungan satu sama Rl e’ lam penerapan kualitas
pelayanan harus ememnuhi kelima unsur tersebut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang

maksimal, sehingga mendapatkan kepuasan bagi pelanggan atau konsumen.



G. METODE PENELITIAN

1.

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
metode kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada melihat kejadian
dan menggali lebih jauh maknanya. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan
mempunyai dampak besar terhadap analisis dan kejelasan penelitian kualitatif
(Sugiyono 2011). Metode ini mengutamakan data non-numerik, seperti catatan
lapangan, wawancara, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Oleh
karena itu, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara akurat

keadaan dunia nyata di lapangagesleh karena itu, peneliti dapat mencocokkan

antara realita dengan teogis®

o ‘E‘ * i lm@aNakan memudahkan
ya. |

7%

/
PO tertarik untuk

/4
Wl

. o)

gan dalam penelitian ini
cl). Purposive sampling ditandai
dengan penggunaan anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan

tujuan penyelidikan. Informan penelitian yang berhasil diidentifikasi adalah:

a. Kepala Desa 1
b. Sekretaris Desa 1
c. Bendahara Desa 1
d. Ketua RT : 10
e. Kepala Dusun .5
f. Masyarakat yang dipungut pembayaran : 21



4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi atau kata-
kata. Dapat dilihat dari sumber data yang dimiliki, maka pengumpukan data
dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer
Data primer berasal langsung dari sumber data awal di tempat
penelitian atau objek penelitian (Sugiyono 2011). Data primer ini
dikumpulkan dari sumber atau partisipan penelitian yang berfungsi baik
sebagai sumber data maupun objek kajian. Komunitas menjadi sumber data

utama dalam penelitiang ity out biaya pembayaran lampu jalan di

observasi secara efektif sebagai teknik yang sukses. Kemampuan seorang
pengamat dalam mengumpulkan data sebagian besar tergantung pada
kemampuannya dalam melihat, mendengar, mencium, atau menyimak suatu
objek penelitian dan menarik kesimpulan dari pengamatannya.
b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk suatu penelitian adalah
dengan melakukan wawancara. Secara sederhana, wawancara adalah suatu
peristiwa atau proses dimana pewawancara berinteraksi secara langsung

melalui percakapan langsung dengan sumber informasi atau orang yang



diwawancarai. Metode wawancara juga mengacu pada proses pengumpulan
data untuk keperluan penelitian melalui pertanyaan dan jawaban langsung
antara pewawancara dan responden, baik dengan atau tanpa menggunakan
panduan wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan secara tatap muka
atau secara berkelompok untuk mengumpulkan data yang berguna dan tepat
sasaran(Sugiyono 2011).
c. Dokumentasi

Kata “dokumentasi” mengacu pada informasi tertulis, dan istilah
“metode dokumentasi” mengacu pada proses yang digunakan untuk
mengumpulkan data dengapesggndokumentasikan data yang sudah ada.

(Sugiyono 2017). Infg ulkan melalui fakta-fakta yang
disimpan dalga -~ ‘ H g bar, notulen rapat, kenang-

selain wawancara dan

, p
f’ g @ ? o@ anfaat.k'én untuk
2 £ iganalisis semua
\ \\ “’ :,‘ A : .

analisis data.

digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaksi Miles dan
Huberman, dimana proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara
bersamaan. Ada empat langkah dalam proses ini: mengumpulkan data, mereduksi

data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono 2017).

a. Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data melibatkan pencarian berbagai jenis dan

format informasi di lapangan berdasarkan kebutuhan penelitian. Jenis dan

10



bentuk data dalam penelitian ini adalah, melakukan observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
b. Reduksi data
Tindakan memilih dan mengkategorikan data dari hasil pengumpulan
data dan memilih yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk menarik
kesimpulan disebut dengan reduksi data. Mengurangi data memerlukan
kondensasi, mengidentifikasi elemen-elemen kunci, dan berkonsentrasi pada
hal-hal penting untuk menemukan tema dan pola. Sehubungan dengan tema
ini, setelah pengumpulan data, dikaitkan dengan peran Pemerintah Desa

terhadap pembayaran lampu jedgg sebagai upaya meningkatkan kepercayaan

masyarakat di Desa Baffg

f Jdata. Penarikan
pentingnya data
f pertanyaan pokok

off ringkas dan lugas

analisis, yang merupakan kela Npulkan informasi dari berbagai
sumber, seperti dokumen, wawancara, dan observasi. Setelah melalui tahap tersebut maka
dilakukan analisis data sehingga dapat menggambarkan objek penelitian yang berlangsung

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis.
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Gambar 1.1

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
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BABII
PEMBAHASAN

A. KONDISI GEOGRAFIS OBYEK PENELITIAN
Secara geografis Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa
Timur termasuk Desa Bangsalan. Desa Bangsalan berbatasan dengan Desa Bulu di
sebelah timur, Desa Kemuning di sebelah utara, Desa Sambit di sebelah selatan, dan
Desa Coper (Kecamatan Jetis) di sebelah barat. Desa Bangsalan berada di sebelah
barat Desa Wilangan. Berdasarkan lokasinya, Desa Bangsalan dibedakan menjadi dua
Selatan) dan Dusun Bangsalan (Bangsalan

gsalan adalah 1.418,62 km?.

bagian: Dusun Wonototo (Bangsala

Utara). (Bangsalan 2023). Lu.

DEA COMPUTER :
SERVICE (Toko gliSalamili

Keterangan

Sumber: (Bangsalan 2023)

Rendahnya aksebilitas dalam bidang pendidikan membuat masyarakat harus
menempuh jarak yang cukup untuk menjangkau pendidikan yang lebih tinggi. Dalam
hal pendidikan masyarakat sudah cukup memadai tetapi masih banyak juga
masyarakat yang mengalami putus sekolah.

Berdasarkan jumlah siswa dalam lembaga pendidikan di Desa Bangsalan

termasuk dalam kategori jumlah yang sedikit yaitu siswa TK yang berjumlah 40 siswa
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dan SD yang berjumlah 80 siswa (Bangsalan 2023). Hal ini dikarenakan banyaknya

siswa yang memilih sekolah yang berada diluar Desa Bangsalan sebagai pilihan

pendidikan.
Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kesehatan
No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan
1 Polidinik/balai pengobatan 1 -
2 Posyandu 2 -
3 Rumah Bersalin 2

Jumlah Penduduk Bersadarkan Usia

Usia Laki- Perempuan Usia Laki-laki | Perempuan
laki

0-12 bulan | 13 orang 5 orang 39 13 orang 9 orang

1 tahun 7 orang 9 orang | |40 10 orang 13 orang

2 9 orang 7 orang 41 8 orang 7 orang

3 16 orang Sorang | |42 10 orang 12 orang
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4 13 orang 7orang | |43 8 orang 9 orang
5 4 orang 10 orang 44 9 orang 9 orang
6 17 orang 13 orang | |45 13 orang 10 orang
7 12 orang 10 orang 46 8 orang 7 orang
8 6 orang 12 orang | | 47 7 orang 9 orang
9 13 orang 12 orang | | 48 7 orang 16 orang
10 10 orang 11 orang | | 49 11 orang 12 orang
11 7 orang 9 orang 50 19 orang 10 orang
12 10 orang 51 15 orang 16 orang
13 14 orang 22 orang
14 orang 12 orang
15 orang
14 orang
11 orang
20 orang
13 orang
9 orang
19 orang
12 orang
9 orang
N O .Q '(‘j' {3 /, 6 orang

\_ i y
i 7 orang
26 15 orang 10 orang | | 65 17 orang 11 orang
27 5 orang 13 orang | | 66 5 orang 9 orang
28 16 orang 14 orang | | 67 8 orang 5 orang
29 18 orang 17 orang 68 9 orang 5 orang
30 16 orang 8 orang | | 69 8 orang 7 orang
31 11 orang 8 orang | | 70 8 orang 14 orang
32 18 orang 14 orang | |71 1 orang 10 orang
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33 5 orang 15 orang | | 72 6 orang 6 orang

34 10 orang 10 orang 73 5 orang 5 orang

35 11 orang 10 orang | | 74 0 orang 0 orang

36 14 orang 11 orang 75 7 orang 3 orang
lebih dari

37 20 orang 24 orang | | 54 68 orang 79 orang

38 10 orang 10 orang total 853 orang | 876 orang

Sumber: (Bangsalan 2023)

Berdasarkan data diatas bahwa penduduk Desa Bangsalan yang memiliki usia

terkait tentang pembayaran pajare e arakat akan memberikan kepercayaan
kepada Pemerintah Desa. Di zaman modern ini masyarakat masih menganggap bahwa
pembayaran pajak merupakan pemerasan yang dilakukan kepada masyarakat. Oleh
karena itu pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk membentuk pola
pikir masyarakat yang berkemajuan. Peran Pemerintah Desa sangatlah penting untuk
mewujudkan kualitas pelayanan yang baik dimasyarakat dan sebagai bentuk fasilitas
yang diberikan kepada masyarakat.

Di dalam Pemerintah Desa Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD) saling membantu terhadap penyusunan yang bersifat
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membangun desa untuk memparbaiki tujuan dan sasaran suatu pembangunan. Maka
dari itu Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu program diawali dengan
musyawarah bersama masyarakat yang membahas usulan dari tingkat RT/RW dalam
satu Desa. Sama halnya dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Sutrisno
2005) yaitu peran Pemerintah Desa yaitu yang pertama adalah melakukan pendekatan
dari bawah atau (button up approach) yang memberikan kesempatan masyarakat
untuk menyampaikan gagasan yang dirasakan masyarakat sehingga Pemerintah Desa
dapat mengontrol program dan melakukan evaluasi.

Transparansi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan

ang melibatkan

perwakilan dag pfmerintah desa harus
melibatkan part
mengetahui sebab dan a
Berdasarkan penelitian (Sofyani dan Tahar 2021) selain transparansi faktor
yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhapa pemerintahan adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah terkait dengan
keterbukaan informasi kepada publik tentang kebijakan, program, kegiatan, dan
keuangan peer-to-peer. Hal ini dilakukan dengan bentuk pelaporan kegiatan yang
berupa hasil program, pencapaian target dan pelaporan keuangan. Maka dari itu
transparansi dan akuntabilitas ini berjalan beriringan dalam sistem pemerintahan.

Akuntabilitas dilakukan agar keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah

berjalan baik karena akuntabilitas dijadikan sebagai alat untuk menilai kegagalan atau
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keberhasilan pemerintah desa serta sebagai syarat penyaluran dana desa pada tahap
berikutnya ini termasuk akuntabilitas vertikal. Sedangkan akuntabilitas horizontal
adalah yang dilakukukan kepada masyarakat dengan tujuan tanggungjawab atas
pelaksanaan tugasatau wewenang yang diperoleh pemerintah desa. Selain itu, sebagai
pemberi kepercayaan, masyarakat juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai
pemanfaatan dan memastikan dana desa yang dikelola digunakan secara bijaksana.
Ketika akuntabilitas diterapkan, maka pemerintah desa, kabupaten, kota, dan
masyarakat harus serius dan berkomitmen untuk menjadikan pemerintahan desa
berfungsi dengan baik (Imawan, Irianto, and Prihatiningtias 2019).

Agar kepala desa dapat menjgegadministrasi pemerintahan dan membangun

memanfaa T2 CHla Mekah akuntabilitas
2]

pemerinf

' ada pengurus lampu

jalan yang me opr Go / 018 Pemerintah Desa

. at yang dikelola oleh

masyarakat sendiri g as dala encana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMDes). Hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat

bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut dilakukan diluar kesepakatan bersama.

Kurangnya komunikasi anatara Pemerintah Desa dan masyarakat menyikapi hal ini
maka menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Pemerintah Desa

tetap melakukan transparansi dan akuntabilitas yang akan disampaikan kepada

masyarakat melalui Musrenbang. Hal ini dilakukan untuk bahan evaluasi kinerja

Pemerintah Desa selama ini. Supriyono juga mengatakan bahwa pembayaran yng

dilakukan wara ini perspedo meter listrik dengan membayar Rp.7.000 yang

18



keberadaan spedo tersebut di RT 02/RW 02 berjumlah 27 spedo listrik. Hasil
pembayaran tersebut akan diserahkan kepada pengurus lampu jalan yaitu BPD. Peran
pengurus lampu jalan disini sangat penting yaitu setiap tutup tahun pengurus lampu
jalan menyetorkan rincian pengeluaran dan pemasukan kepada BPD dan Kepala Desa
untuk melakukan laporan pertanggungjawaban.

Faktor penilaian masyarakat terhadap Pemerintah Desa yaitu terhadap respon
yang diberikan Pemerintah Desa dalam menangani permasalahan. Seperti yang
dialami masyarakat Desa Bangsalan saat ini, yaitu masyarakat sedang merasa
terbebani oleh pembayaran lampu jalan yang dilakukan pemungutan satu bulan sekali.
Pemerintah Desa Bangsalan mendgmgar keluhan masyarakat tersebut langsung

bertindak dengan mengadajgs /\' masyarakat. Desa Bangsalan
g MUY

Mg pendampingan Pemerintah

. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap

Pemerintah Desa

Derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Menurut (Tranter and Skrbi§ 2009) kepercayaan ini mungkin
dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain:

1) Faktor rasional. Dengan kata lain, orang dapat dipercaya karena mempunyai
kemampuan tertentu atau mempunyai kedudukan profesional. Unsur rasional
bersifat strategis dan kalkulatif. Seorang wali dapat membuat tebakan yang

matang, apakah wali tersebut akan mampu memenuhi persyaratan wali
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tersebut. gagasan bahwa faktor rasional biasanya berperan dalam
pengembangan kepercayaan.

2) Faktor relasional. Faktor afektif atau moralistik adalah nama lain dari faktor
relasional. Kepercayaan relasional didasarkan pada kebajikan individu dan
didasarkan pada moralitas (Mishler and Rose 2005). Kepercayaan relasional
didasarkan pada dorongan hati, kepentingan bersama, dan cita-cita yang
disepakati masyarakat.

Masyarakat Desa Bangsalan menanggapi terkait dengan pembayaran lampu
jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pro dan kontra. Hal ini

mengakibatkan beberapa masyarakajemgrasa terdapat hal yang belum disampaikan

ncapai tujuan
ke OB WPEielist=Su alls k. Kompetensi
@, pelatihan dan
tuga dan fungsi

an ide dan saran

masyarakat terkait

kontra di lingkungan
masyarakat. Hal tersebul a c gunan desa yang akan berjalan
selama beberapa tahun. Namun pembayaran lampu jalan tidak termasuk kedalam
RPJMDes sehingga masyarakat mempertanyakan rincian pembayaran tersebut.
Sehingga masyarakat memberikan kepercayaan buka dengan sepenuh hati, karena
kurangnya stategi yang dilakukan pemerintah Desa dalam penyampaian program
tersebut. Maka muncul jarak anatara pemerintah Desa Dengan masyarakat terkait
pembayaran lampu jalan tersebut.

Masyarakat yang belum mengetahui tujuan dan manfaat pembayaran lampu

jalan sebagai bentuk taat pajak merasa bahwa hal ini bukan sesuatu yang harus

mereka lakukan. Karena tidak ada dasar yang tertulis sehingga mereka merasa tidak
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harus membayar. Oleh karena itu untuk membentuk kembali kepercayaan masyarakat
dapat dilakukan dengan cara:
1. Keterbukaan dan Transparansi
Membangun kepercayaan masyarakat dapat dicapai melalui penyelenggaraan
pemerintahan desa yang transparan. Masyarakat mungkin akan lebih percaya
jika informasi mengenai kebijakan, keuangan, dan operasional pemerintah
desa tersedia dan dipahami secara bebas.
2. Kinerja Pemerintah Desa
Tingkat kepercayaan dapat dipengaruhi oleh seberapa baik kinerja pemerintah

desa dalam memberikan pelgsagan publik, menangani keuangan desa, dan

melaksanakan proyg ang bermanfaat bagi masyarakat.

B ~\ 3
AN~ KA . .
C L B : inikasi dengan

DCcK @ ™
F \\\‘E\ﬁ‘\\’ {,/'i;é/// % | ) haman dan
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BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Desa Bangsalan memberikan fasilitas berupa lampu jalan
kepada masyarakat sebagai perwujudan eksistensi Pemerintahan Desa dengan
perwujudan infrastruktur fisik. Peran Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan
kepercayaan masyarakat Desa Bangsalan yaitu dengan membebaskan masyarakat

memberikan gagasan atau ide terkait dengan lampu jalan. Responsibilitas yang

dilakukan Pemerintah Desrakat yaitu dengan cara Musrenbang

Mgkat dalam kegiatan. Musrenbang

erintah Desa
formasi yang
jalan. Sehingga

asi yang akurat

faktor rasional yang TITDtH=earemassirs pyang dimiliki oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus yang dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain.
Selain itu terdapat faktor lain yaitu faktor relasional yang menyangkut tentang
moral dan etika untuk menciptakan gerak hati yang dapat ditangkap oleh orang
lain. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa
maka diperlukan beberapa hal yang harus diterapkan yaitu keterbukaan dan
transparansi, kinerja pemerintah desa yang baik, interaksi yang baik atau

komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat dan kejujuran.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah:

1.

Pemerintah Desa lebih terbuka dengan masyarakat sehingga dapat menerima
saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi.

Masyarakat harus berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan
dilingkungan untuk meningkatkan kualitas Desa Bangsalan.

Komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat harus ditingkatkan untuk

menjalin hubungan kerjasama.
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Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BANGSALAN KECAMATAN
SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA BANGSALA PONOROGO

KEPALA DESA
| Dra. TITIN NING DIAS RUKMINI |
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA LPMD
(BPD)
SEKRETARIS DESA
MUHIMATUL AZIZAH
| I
L WA I 1 |
peit RINT ushHA & OMUM PERENCANAAN KEUANGAN
HADI NURANI| MOowE” BASUKI UTOMO sTSANTO. 3 Hom. KHASAROH
STAF KASI
KESEJAHTERAAN
AGUS %
PURWANTOKO |
| 1
KAMITUWO DKH. BANGSALAN KAMITUWO DKH. ASEMKATIK | KAMITUWO DKH. ASEMKATIK I
ANGGITA MEGA PRATIWI AHSIN SAFIYUL ANAM, 5.Ag. EDI PRASODJO

Keterangan :

Hubungan Konsultatif Kades dan BPD hee e

Huk Kemi Kadesdan LKMD / LPM " eevvianinuans

Hubungan Perintah Kades dan Perangkat Desa
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Lampiran 2




Lampiran 3

Wawancara dengan Bapak Suprianto Sebagai Ketua RT 02/ RW 02 Dukuh Asemkatik 01,

Desa Bangsalan Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

3 ‘kl‘r
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